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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Sesuai dengan  ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan 

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Menindaklanjuti  RKPD 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai UtaraTahun 2026 dan Kebijakan Umum (KUA) APBD 

Tahun Anggaran 2026 maka disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2026 ini.  

Sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah 

program prioritas dan acuan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat 

Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan 

anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen 

PPAS merupakan tahapan penting karena secara substansi, dokumen PPAS tahun 

anggaran 2026 memuat program prioritas dan acuan batas maksimal anggaran yang 

diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai dasar dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat 

Daerah. PPAS sebagai salah satu tahap proses penyusunan APBD memiliki fungsi sebagai 

pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat 

Daerah selain juga  sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dan  pengujian kesesuaian 

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang 

penjabaran APBD.  

 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat komponen-komponen 

prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan pada setiap bidang 

kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran 

dimana komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 

publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.  
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Dokumen PPAS Kabupaten Hulu Sungai Utara berisikan rancangan program 

prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah 

untuk setiap program sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah). Substansi dokumen PPAS akan 

meliputi urutan prioritas program dan kegiatan serta sasaran dan target kinerja masing-

masing program dan kegiatan yang didasarkan pada KUA dan plafon anggaran sementara 

menurut urusan pemerintahan, perangkat daerah serta berdasarkan klasifikasi belanja 

operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Penentuan Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2026 

menggunakan pendekatan dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran- sasaran dan target 

pembangunan yang telah ditetapkan di dalam RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Tahun 2026; 

2. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung 

dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; 

3. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan; 

4. Merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah untuk 

melaksanakannya; 

5. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun. 

Setelah dokumen PPAS tersusun maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan bahwa 

Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk 

dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya. 

 

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

Memperhatikan kondisi dan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, 

penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 

bertujuan: 

1. Sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 

diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam 

penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD; 

2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2026 menurut 

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, penanggung jawab, 

indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program, kegiatan dan 

sub kegiatan; 

3. Sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (RAPBD) 
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4. Sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD tahun 2026;  

 

1.3 Dasar Hukum 

Landasan Penyusunan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara Tahun Anggaran 

2025 berpedoman pada peraturan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029; 

10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak 

dan Retribusi Daerah; 

16. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara 17 Tahun 2022 tentang Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2026; 

17. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2025 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 

2026. 
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BAB II 

RENCANA PENERIMAAN DAERAH 

 
Sesuai dengan kondisi perekonomian terkini, perkembangan fiskal nasional, serta 

arah kebijakan pendapatan daerah sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Umum APBD 

Tahun Anggaran 2026, maka penyusunan rencana penerimaan daerah dilakukan dengan 

mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan optimalisasi sumber-sumber 

penerimaan daerah. 

Rencana penerimaan daerah Tahun Anggaran 2026 meliputi tiga komponen utama, 

yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Penerimaan Pembiayaan 

Daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 

sebelumnya. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus diupayakan peningkatannya melalui 

intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, penguatan sistem 

digitalisasi pelayanan pajak, serta optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemandirian fiskal 

daerah secara bertahap. 

Sementara itu, Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Provinsi tetap menjadi komponen utama dalam struktur penerimaan, dengan 

perhitungan yang mengacu pada kebijakan nasional, termasuk alokasi Dana Alokasi Umum 

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta transfer lainnya sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Adapun sumber penerimaan lainnya berasal dari Penerimaan Pembiayaan Daerah, 

yang dalam hal ini bersumber dari proyeksi SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya yang 

digunakan sebagai salah satu komponen untuk menyeimbangkan pembiayaan daerah pada 

tahun berjalan. 

Rincian target dan komposisi penerimaan daerah secara keseluruhan dapat dilihat 

pada Tabel 2.1, yang memuat proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, 

serta Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2026. 

 

Tabel 2.1  
Proyeksi Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2026 

 

Kode Penerimaan Daerah Alokasi Anggaran Dasar Hukum 

(1) (2) (3) (4) 

4 PENDAPATAN DAERAH     

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 151.851.480.425,65   

4.1.01 Pajak Daerah 46.295.071.277,00 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah 

4.1.02 Retribusi Daerah 14.545.400.000,00 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah 
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Kode Penerimaan Daerah Alokasi Anggaran Dasar Hukum 

4.1.03 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
Yang Dipisahkan 

12.240.000.000,00 

1.Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. 
2.PERDA Nomor 5 Tahun 2022 tentang 
Penyertaan Modal Pemda Kepada PT.BPD Kal-Sel 

4.1.04 Lain-lain PAD yang sah 78.771.009.148,65   

4.2 Pendapatan Transfer 1.171.646.960.000,00   

4.2.01 Transfer Pemerintah Pusat 1.060.411.960.000,00   

4.2.02 Transfer Antar Daerah 111.235.000.000,00   

4.3 
Lain-Lain Pendapatan Daerah 
yang Sah 

25.000.000.000,00   

  JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.348.498.440.425,65   

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN     

6.1.01 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Sebelumnya 

381.523.788.465,35   

        

  
JUMLAH PENERIMAAN 
PEMBIAYAAN 

381.523.788.465,35   

  JUMLAH PENERIMAAN DAERAH 1.730.022.228.891,00   

 

Berdasarkan proyeksi yang tertuang dalam PPAS Tahun Anggaran 2026, total 

penerimaan daerah direncanakan sebesar Rp.1.730.022.228.891,00, yang terdiri dari 

Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. 

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.1.348.498.440.425,65, yang 

bersumber dari tiga komponen utama, yaitu: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.151.851.480.425,65, terdiri atas: 

• Pajak Daerah: Rp.46.295.071.277,00 

• Retribusi Daerah: Rp.14.545.400.000,00 

• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Rp.12.240.000.000,00 

• Lain-lain PAD yang sah: Rp.78.771.009.148,65 

2. Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp.1.171.646.960.000,00, dengan 

rincian: 

• Transfer dari Pemerintah Pusat: Rp.1.060.411.960.000,00 

• Transfer Antar Daerah: Rp.111.235.000.000,00 

3.  Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.25.000.000.000,00 

 

Sementara itu, Penerimaan Pembiayaan Daerah yang bersumber dari Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) direncanakan sebesar 

Rp.381.523.788.465,35. Penerimaan pembiayaan ini berperan sebagai salah satu 

instrumen untuk menutup defisit anggaran atau untuk membiayai kembali belanja daerah 

pada tahun berjalan. 

Komposisi penerimaan ini mencerminkan upaya Pemerintah Daerah dalam 

mengelola sumber daya keuangan secara optimal dan berkelanjutan, dengan tetap 

mempertimbangkan proyeksi realisasi, kondisi ekonomi makro, serta kebijakan fiskal 

nasional dan daerah. 
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BAB III 

PRIORITAS BELANJA DAERAH 

 
Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 

2026 merupakan penjabaran tahapan ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023–2026. Prioritas ini dirumuskan 

sebagai respons atas capaian pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan diarahkan untuk 

mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah secara lebih terukur dan 

berdampak langsung bagi masyarakat. 

Perumusan prioritas belanja daerah dilakukan dengan memperhatikan kondisi 

aktual, dinamika pembangunan, serta kebutuhan masyarakat yang tercermin dalam 

berbagai isu strategis dan permasalahan daerah. Selain itu, proses perencanaan juga 

mempertimbangkan arah pembangunan nasional dan provinsi guna menjaga konsistensi, 

keterpaduan, dan sinkronisasi kebijakan antar level pemerintahan. Dalam hal ini, prioritas 

pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara disinergikan dengan Prioritas Pembangunan 

Nasional dalam RKP Tahun 2026 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. 

Berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD serta mengacu pada Kerangka 

Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2026 dengan tema 

“Kedaulatan Pangan, Energi dan Ekonomi”, maka belanja daerah diarahkan pada program-

program prioritas yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pemerataan 

pembangunan, serta penguatan pelayanan publik. 

Selanjutnya, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, prioritas belanja 

yang dituangkan dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Hulu 

Sungai Utara Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan tiga pilar utama: 

1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terhadap 

Prioritas Pembangunan Nasional, untuk memastikan kontribusi nyata daerah dalam 

mendukung target-target nasional; 

2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan 

Provinsi, guna menciptakan harmonisasi kebijakan pembangunan wilayah Kalimantan 

Selatan; 

3. Penjabaran Prioritas Daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Hulu Sungai 

Utara Tahun 2026, yang berfokus pada lima prioritas pembangunan daerah (PD1–

PD5), mencakup sektor ekonomi, SDM, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, dan 

ketahanan lingkungan. 

Dengan prioritas tersebut, belanja daerah Tahun Anggaran 2026 diharapkan 

mampu mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, 

sekaligus menjawab tantangan dan kebutuhan nyata masyarakat secara adil, efektif, dan 

berkelanjutan. 
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Berikut ini disajikan perubahan PPAS berdasarkan masing-masing urusan, SKPD, 

program, kegiatan, sub kegiatan, dan belanja daerah yang dilaksanakan pada tahun 

anggaran 2026. 

3.1 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Urusan 

Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan 

pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. 

Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan yang menjadi kewenangan daerah 

terdiri atas urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan 

pemerintahan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan, unsur 

kewilayahan serta unsur pemerintahan umum. 

Berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Hulu Sungai pada tahun 2026 

yang mempertimbangkan prioritas nasional dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 

serta RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026, prioritas belanja daerah 

dirumuskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dikelompokan dalam 

6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan 

dasar, 5 (lima) urusan pemerintahan pilihan, 5 (lima) urusan unsur pendukung, 2 (dua) 

unsur penunjang, 1(satu) unsur pengawasan, 1 (satu) unsur kewilayahan dan 1 (satu) unsur 

pemerintahan umum. 

A. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: 

a. Pendidikan;  

b. Kesehatan;  

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;  

d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;  

e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan  

f. Sosial. 

B. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: 

a. Tenaga kerja;  

b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;  

c. Pangan;  

d. Pertanahan;  

e. Lingkungan hidup  

f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;  
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g. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;  

h. Perhubungan;  

i. Komunikasi dan informatika;  

j. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;  

k. Penanaman modal;  

l. Kepemudaan dan olahraga;  

m. Statistik;  

n. Persandian;  

o. Kebudayaan;  

p. Perpustakaan; dan  

q. Kearsipan. 

C. Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan 

potensi unggulan daerah. Urusan pemerintahan pilihan Pemerintah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara terdiri dari 5 (lima) bidang urusan pemerintahan, meliputi: 

a. Perikanan;  

b. Pariwisata;  

c. Pertanian;  

d. Perdagangan;dan  

e. Perindustrian. 

D. Selain urusan pemerintahan wajib dan pilihan, terdapat juga unsur penunjang, unsur 

pendukung, unsur pengawasan dan unsur pemerintahan umum, meliputi: 

a. Unsur penunjang yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;  

b. Unsur pendukung yaitu Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan;  

c. Urusan pengawasan yaitu Inspektorat;  

d. Unsur kewilayahan yaitu Kecamatan;  

e. Urusan pemerintahan umum yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik. 

Rekapitulasi perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara menurut urusan 

per SKPD disajikan sebagaimana Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 
 

Plafon anggaran sementara per SKPD Tahun Anggaran 2026 

 

NO SKPD  PAGU INDIKATIF  

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 301.430.967.503,00  

2 Dinas Kesehatan 359.219.097.301,00  

3 RSUD Pembalah Batung 101.354.092.423,00  

4 Puskesmas Sungai Malang 2.789.931.000,00  

5 Puskesmas Sungai Karias 1.417.760.000,00  

6 Puskesmas Sungai Turak 1.173.860.000,00  

7 Puskesmas Guntung 550.100.000,00  

8 Puskesmas Haur Gading 1.382.420.000,00  

9 Puskesmas Amuntai Selatan 2.508.020.000,00  

10 Puskesmas Banjang 1.356.590.000,00  

11 Puskesmas Alabio 3.358.040.000,00  

12 Puskesmas Pasar Sabtu 1.286.885.000,00  

13 Puskesmas Danau Panggang 2.731.840.000,00  

14 Puskesmas Babirik 2.425.380.000,00  

15 Puskesmas Sapala 459.020.000,00  

16 Puskesmas Paminggir 428.820.000,00  

17 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 166.615.990.900,00  

18 
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan 
Lingkungan Hidup 

34.039.466.900,00  

19 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 15.490.131.096,00  

20 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8.294.769.761,00  

21 Dinas Sosial 15.982.886.565,00  

22 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak 

5.556.198.926,00  

23 Dinas Ketahanan Pangan 7.229.166.983,00  

24 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.292.324.073,00  

25 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 11.177.016.784,00  

26 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6.601.577.217,00  

27 Dinas Perhubungan 13.017.207.040,00  

28 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 12.338.386.036,00  

29 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian 
dan Perdagangan 

13.773.894.554,00  

30 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu 

10.153.518.804,00  

31 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 31.319.701.554,00  

32 Dinas  Perpustakaan 7.077.311.596,00  

33 Dinas Perikanan 8.838.578.343,00  

34 Dinas Pertanian 37.355.878.185,00  

35 Sekretariat Daerah 18.977.120.435,00  

36 Bagian Pemerintahan 588.176.600,00  

37 Bagian Kesejahteraan Rakyat 21.570.460.700,00  

38 Bagian Humas dan Protokol 3.366.744.460,00  

39 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 719.414.380,00  

40 Bagian Pembangunan 724.605.550,00  

41 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 1.724.999.550,00  

42 Bagian Umum 20.312.860.328,00  

43 Bagian Organisasi 1.196.301.400,00  

44 Bagian Hukum 513.999.300,00  

45 Sekretariat DPRD 54.221.687.782,00  
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NO SKPD  PAGU INDIKATIF  

46 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian 
dan Pengembangan 

11.831.653.768,00  

47 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 300.833.331.785,00  

48 Badan Pendapatan Daerah 12.282.839.225,00  

49 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia 

12.104.503.367,00  

50 Inspektorat 22.570.686.395,00  

51 Kec. Amuntai Tengah 11.769.635.093,00  

52 Kelurahan Kebun Sari 256.891.120,00  

53 Kelurahan Antasari 260.860.300,00  

54 Kelurahan Murung Sari 230.541.860,00  

55 Kelurahan Paliwara 275.531.300,00  

56 Kelurahan Sungai Malang 330.301.270,00  

57 Kec. Amuntai Utara 3.218.581.742,00  

58 Kec. Amuntai Selatan 3.615.551.757,00  

59 Kec. Sungai Pandan 3.654.028.568,00  

60 Kec. Babirik 3.346.668.988,00  

61 Kec. Danau Panggang 2.930.883.423,00  

62 Kec. Banjang 3.118.519.400,00  

63 Kec. Paminggir 3.501.500.188,00  

64 Kec. Sungai Tabukan 3.525.169.754,00  

65 Kec. Haur Gading 2.987.043.100,00  

66 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.434.307.459,00  

TOTAL PAGU INDIKATIF 1.730.022.228.891,00  

 

3.2 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dan Pemerintah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional 

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan 

jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung 

dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional 

mencakup langkah-langkah strategis untuk mcncapai kebcrhasilan pembangunan 

dalam periode jangka menengah 2025-2029. Dengan demikian Prioritas Nasional 

(PN) tahun 2026, meliputi: 

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia 

(HAM);  

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi 

syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;  

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja 

yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri 

kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi;  

4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, 

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 
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penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), 

dan penyandang disabilitas;  

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya 

alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;  

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemberantasan kemiskinan; pemerataan ekonomi,  

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat 

pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan 

penyelundupan; dan 

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, 

alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk 

mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana 

pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil 

Terbaik Cepat (Ouick Wins). Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk 

menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur 

guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai 

program pembangunan nasional. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan 

Pemerintah Kabupaten Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional disajikan dalam 

tabel berikut:
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Tabel 3.2 
 

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dan Pemerintah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

No Prioritas Pembangunan Nasional Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu

1 2 3 4 5 6

1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Meningkatnya Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum

Kec. Amuntai Selatan 124.999.700,00

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Persentase masyarakat yang memahami nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.749.076.500,00

2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN

Persentase Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina

Dinas Ketahanan Pangan 75.475.000,00

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Persentase Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Dinas Ketahanan Pangan 1.495.334.715,00

Skor PPH Ketersediaan

Dinas Ketahanan Pangan 1.495.334.715,00

Skor PPH Konsumsi

Dinas Ketahanan Pangan 1.495.334.715,00

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan 393.587.500,00

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-18 16:55:44 Halaman 1



No Prioritas Pembangunan Nasional Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu

1 2 3 4 5 6

Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan 215.737.900,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi

Dinas Ketahanan Pangan 4.936.161.268,00

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Jumlah produksi perikanan tangkap

Dinas Perikanan 1.123.082.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Jumlah produksi perikanan budidaya

Dinas Perikanan 1.198.616.425,00

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan

Dinas Perikanan 178.600.000,00

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Angka Konsumsi Ikan

Dinas Perikanan 351.866.700,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi

Dinas Perikanan 5.831.013.218,00

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Jumlah nilai tambah produk pertanian 

Dinas Pertanian 2.010.785.600,00

Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura ,Perkebunan dan Peternakan
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No Prioritas Pembangunan Nasional Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu

1 2 3 4 5 6

Dinas Pertanian 645.517.500,00

Produksi Komoditas Peternakan

Dinas Pertanian 780.520.000,00

Produksi Tanaman Hortikultura

Dinas Pertanian 780.520.000,00

Produksi Tanaman Pangan

Dinas Pertanian 2.791.305.600,00

Produksi Tanaman Perkebunan

Dinas Pertanian 2.791.305.600,00

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B

Dinas Pertanian 6.666.057.282,00

Jumlah nilai tambah produk pertanian 

Dinas Pertanian 278.723.440,00

Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura ,Perkebunan dan Peternakan

Dinas Pertanian 6.666.057.282,00

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Jumlah nilai tambah produk pertanian 

Dinas Pertanian 55.521.360,00

Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura ,Perkebunan dan Peternakan

Dinas Pertanian 724.597.062,00

Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang aman dan layak dikonsumsi

Dinas Pertanian 724.597.062,00

Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
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No Prioritas Pembangunan Nasional Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu

1 2 3 4 5 6

Dinas Pertanian 724.597.062,00

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Persentase Penanganan Bencana Pertanian

Dinas Pertanian 824.750.000,00

Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian

Dinas Pertanian 824.750.000,00

Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura ,Perkebunan dan Peternakan

Dinas Pertanian 824.750.000,00

PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan

Dinas Pertanian 4.700.000,00

Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura ,Perkebunan dan Peternakan

Dinas Pertanian 4.700.000,00

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi

Dinas Pertanian 2.385.428.000,00

Persentase Kelompok Tani  Naik Kelas 

Dinas Pertanian 2.385.428.000,00

Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura ,Perkebunan dan Peternakan

Dinas Pertanian 2.385.428.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Meningkatnya Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Badan Pendapatan Daerah 3.420.413.700,00

undefined
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No Prioritas Pembangunan Nasional Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu

1 2 3 4 5 6

Badan Pendapatan Daerah 3.420.413.700,00

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kec. Babirik 11.400.000,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Meningkatnya Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum

Kec. Babirik 49.940.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kec. Babirik 11.873.000,00

3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan
agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Nilai IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) meningkat

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

15.573.970.000,00

Persentase daerah terlindungi dari daya rusak air

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

26.515.995.780,00

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Persentase Sistem Drainase yang berfungsi baik di Wilayah Perkotaan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

2.000.000.000,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

51.010.000.000,00
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No Prioritas Pembangunan Nasional Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu

1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Persentase Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar Mutu Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

489.650.000,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Persentase Kecamatan yang Memiliki RDTR

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

1.015.926.800,00

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

37.417.800,00

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

Persentase redistribusi tanah kepada masyarakat

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

43.256.800,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

10.798.351.720,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Persentase Pengguna Jalan yang Tertib Berlalu Lintas

Dinas Perhubungan 110.000.000,00

Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik

Dinas Perhubungan 4.494.944.000,00

V/C Rasio

Dinas Perhubungan 567.400.000,00
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PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Persentase Dermaga/Pelabuhan dalam kondisi baik

Dinas Perhubungan 438.766.900,00

Persentase Pengguna Angkutan Sungai dan Danau Terlayani dengan Baik

Dinas Perhubungan 259.050.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)

Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian

2.420.836.400,00

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

38.160.000,00

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Persentase Koperasi Aktif

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

25.450.000,00

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

130.000.000,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Persentase Peningkatan Volume usaha koperasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

164.677.500,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Persentase UKM yang meningkatb kelasnya (Usaha Mikro Kecil)
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Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

100.000.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase pelayanan seketariat yang terpenuhi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

6.965.795.404,00

persentase pelayanan sekretariat yang terpenuhi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

68.219.000,00

Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kec. Babirik 2.890.514.288,00

4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi
milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Indeks Pemerataan Guru

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 346.886.400,00

Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 346.886.400,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 267.420.822.243,06

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (SR)

Dinas Kesehatan 183.363.424.462,00

Angka Kematian Bayi

Dinas Kesehatan 183.363.424.462,00
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Angka Kematian Neonatal

Dinas Kesehatan 183.363.424.462,00

Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Dinas Kesehatan 632.418.230,00

Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 

Dinas Kesehatan 133.133.358.045,00

Persentase fasyankes dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar

Dinas Kesehatan 133.133.358.045,00

Persentase ODHIV Baru yang Ditemukan yang Mendapatkan Pengobatan ARV

Dinas Kesehatan 49.597.648.187,00

Persentase Persalinan di Fasyankes

Dinas Kesehatan 183.363.424.462,00

Prevalensi underweight (berat badan kurang dan berat badan sangat kurang) pada balita

Dinas Kesehatan 183.363.424.462,00

Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan

Dinas Kesehatan 133.133.358.045,00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan

Dinas Kesehatan 1.883.195.146,00

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Persentase Cakupan Sedian Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Dinas Kesehatan 136.700.000,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Persentase Kampanye Kesehatan (Pembudayaan Germas)
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Dinas Kesehatan 990.500.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Persentase Masyarakat yang Terlayani Pengolahan Air Limbah Domestik

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

9.676.190.200,00

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (SR)

RSUD Pembalah Batung 12.600.000.000,00

Angka Kematian Bayi

RSUD Pembalah Batung 12.600.000.000,00

Angka Kematian Neonatal

RSUD Pembalah Batung 12.600.000.000,00

Persentase fasyankes dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar

RSUD Pembalah Batung 32.852.567.423,00

Persentase Persalinan di Fasyankes

RSUD Pembalah Batung 12.600.000.000,00

Prevalensi underweight (berat badan kurang dan berat badan sangat kurang) pada balita

RSUD Pembalah Batung 12.600.000.000,00

Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan

RSUD Pembalah Batung 32.852.567.423,00

Status Akreditasi Rumah Sakit

RSUD Pembalah Batung 32.852.567.423,00

Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan

RSUD Pembalah Batung 32.852.567.423,00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
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Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai Standar

RSUD Pembalah Batung 2.447.175.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Nilai pendapatan daerah BLUD

RSUD Pembalah Batung 53.454.350.000,00

Persentase pelayanan sekretariat yang terpenuhi

RSUD Pembalah Batung 53.454.350.000,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Persentase PSKS yang ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

Dinas Sosial 1.311.984.200,00

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya di luar panti

Dinas Sosial 3.038.244.200,00

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi 

Dinas Sosial 4.120.463.400,00

Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 

Dinas Sosial 4.120.463.400,00

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah
kabupaten/kota

Dinas Sosial 821.614.700,00

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan
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Dinas Sosial 188.899.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

persentase pelayanan sekretariat yang terpenuhi

Dinas Sosial 132.812.000,00

Persentase pelayanan sekretariat yang terpenuhi

Dinas Sosial 5.952.859.065,00

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

482.070.550,00

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

94.048.100,00

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Pekerja (TPAK) Perempuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

119.323.500,00

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

11.927.600,00

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

250.470.350,00

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-18 16:55:44 Halaman 12



No Prioritas Pembangunan Nasional Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu

1 2 3 4 5 6

Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

138.678.300,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Nilai Sakip Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

4.419.680.526,00

Persentase Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

3.549.995.506,00

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Perekaman KTP Elektronik

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 509.746.000,00

Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 509.746.000,00

Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 509.746.000,00

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Kepemilikan Akta Kelahiran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 141.016.000,00

Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 141.016.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 587.166.651,00

Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 350.514.651,00

Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 236.652.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 19.232.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.035.163.422,00

Persentase pelayanan kesekretariatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5.360.826.189,00

  Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 21.025.000,00

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

327.105.000,00

Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

327.105.000,00

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

610.268.000,00

Persentase angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate/ mCPR)
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Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

238.372.790,00

Pesentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

848.640.790,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Persentase Keluarga Yang Mengikuti Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

319.920.000,00

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

1.364.197.982,00

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

76.627.000,00

Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

76.627.000,00

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

948.599.500,00

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Jumlah Medali Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional

Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan
Pariwisata

21.234.756.983,00

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
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Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)

Dinas  Perpustakaan 1.243.584.500,00

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal
59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Dinas  Perpustakaan 468.628.900,00

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Dinas  Perpustakaan 20.000.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi

Dinas  Perpustakaan 5.311.312.196,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat  

Kec. Amuntai Utara 19.674.800,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kec. Amuntai Utara 97.736.600,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat (Sungai Pandan)

Kec. Sungai Pandan 10.000.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kec. Babirik 222.551.700,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
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Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Haurgading)

Kec. Haur Gading 15.100.000,00

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Persentase  kegiatan Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 415.025.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3.326.352.794,00

5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Berfungsi Baik

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

31.740.182.000,00

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Persentase Kawasan Strategis yang Memiliki PSU dalam Kondisi Baik

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

13.968.998.000,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Persentase Kendaraan yang Lulus Uji

Dinas Perhubungan 70.680.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Persentase peningkatan investasi 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

90.084.500,00

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Persentase Kegiatan Investasi yang diikuti
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

60.022.000,00

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Jumlah pelayanan yang diberikan/dikeluarkan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

286.043.150,00

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Persentase Pelaksanaan  Penanaman Modal  Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

107.363.050,00

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Jumlah  Data dan informasi yang dikelola

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

89.993.950,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Pelayanan Sekretariat yang terpenuhi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

7.130.587.672,00

PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Persentase Tertib  Niaga

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

14.429.000,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Persentasi  Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

2.542.366.190,00

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Koefisien Perubahan Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu
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Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

328.474.000,00

undefined

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

328.474.000,00

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

294.885.000,00

PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Persentase pertumbuhan volume perdagangan produk unggulan dalam dan luar negeri

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

276.886.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Tersedianya informasi Industri secara lengkap dan terkini

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

74.900.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah

Badan Pendapatan Daerah 7.536.935.070,00

Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 87.528.000,00

6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Persentase Masyarakat yang Terlayani Air Bersih

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

3.650.908.200,00
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PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota dan Persentase rumah layak huni bagi
masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Lingkungan Hidup

185.735.500,00

Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah
yang layak huni

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Lingkungan Hidup

185.735.500,00

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Lingkungan Hidup

202.600.000,00

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Persentase kawasan permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Lingkungan Hidup

10.486.552.000,00

PROGRAM PENATAAN DESA

Persentase Fasilitasi Penataan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 70.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA

Persentase Fasilitasi Kawasan Perdesaan 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 74.445.800,00

Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 74.445.800,00

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4.075.292.400,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.320.732.600,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

Kec. Amuntai Selatan 45.600.000,00

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan

Kec. Amuntai Selatan 206.828.800,00

Persentase Pelaksanaan  Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kec. Sungai Pandan 137.150.000,00

Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Sungai Pandan)

Kec. Sungai Pandan 137.150.000,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Pelayanan (Babirik)

Kec. Babirik 13.610.000,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Meningkatnya Fasilitasi pemberdayaan masyarakat

Kec. Babirik 16.900.000,00

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Kec. Babirik 6.200.000,00

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan
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Kec. Babirik 123.680.000,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Haurgading)

Kec. Haur Gading 24.850.000,00

7 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Pelayanan Sekretariat yang terpenuhi

Dinas Kesehatan 172.845.277.693,00

Persentase palayanan sekretariat yang terpenuhi

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Lingkungan Hidup

7.523.709.493,20

Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

5.093.311.427,00

Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)

Dinas Perhubungan 760.056.141,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaring Komunikasi Sandi 

Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian

36.469.000,00

Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian

225.171.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan

Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian

6.079.636.934,00
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Persentase Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan

Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian

1.644.578.082,00

Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi

Dinas Pertanian 2.694.401.983,00

Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pertanian)

Dinas Pertanian 20.036.179.258,00

Persentase Pelayanan Sekretariat yang terpenuhi

Sekretariat Daerah 18.977.120.435,00

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Persentase Penetapan Ranperda Tahun N

Sekretariat DPRD 23.705.055.600,00

Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Sekretariat DPRD 294.002.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi  

Sekretariat DPRD 30.222.630.182,00

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase Aspirasi Masyarakat dan Pokir yang  terakomodir pada APBD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan

1.294.185.910,00

Persentase Keselarasan Antara RKPD dengan RPJMD (sasaran, indikator, program dan kegiatan)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan

1.294.185.910,00

Persentase pelaksanaan program yang tercapai (Program  keseluruhan)
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan

1.294.185.910,00

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase Keselarasan Antara RKPD dengan RPJMD (sasaran, indikator, program dan kegiatan)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan

234.746.500,00

Persentase keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan

803.908.880,00

Persentase SKPD yang kinerjanya tercapai (IKU Renstra SKPD)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan

803.908.880,00

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Persentase hasil penelitian dan pengembangan yg ditindaklanjuti

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan

728.535.880,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan

7.784.660.688,00

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Persentase laporan Keuangan tepat waktu

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah

636.036.500,00

Persentase laporan Keuangan tepat waktu 

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah

263.686.936.550,00

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Persentase Dokumen Laporan BMD sesuai ketentuan
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Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah

1.002.160.200,00

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Persentase layanan kepegawaian yang terdigitalisasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

483.581.100,00

Persentase pegawai dengan SKP bernilai BAIK

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

441.366.000,00

Persentase pengembangan Karir ASN sesuai dengan kompetensinya

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

467.708.400,00

Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai formasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

483.581.100,00

Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

1.724.657.000,00

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

1.724.657.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

1.793.736.000,00

Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

279.988.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
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Persentase pelayanan sekretariat yang terpenuhi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

5.458.193.957,00

Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

335.830.700,00

Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

1.119.442.210,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP

Inspektorat 4.998.446.000,00

Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1

Inspektorat 4.998.446.000,00

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Nilai Kapabilitas APIP

Inspektorat 13.240.000,00

Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)

Inspektorat 942.808.400,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi

Inspektorat 16.616.191.995,00

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Efektifitas kerja sama daerah

Bagian Pemerintahan 18.612.400,00

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan
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Bagian Pemerintahan 569.564.200,00

Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat 21.570.460.700,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kegiatan pimpinan yang difasilitasi keprotokolan 

Bagian Humas dan Protokol 3.366.744.460,00

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya
Alam

719.414.380,00

Efektifitas kebijakan administrasi pembangunan

Bagian Pembangunan 724.605.550,00

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 1.724.999.550,00

Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 1.724.999.550,00

Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 1.724.999.550,00

Tingkat kematangan UKPBJ

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 1.724.999.550,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kegiatan pimpinan yang difasilitasi keprotokolan 

Bagian Umum 8.010.992.000,00

Persentase Pelayanan Sekretariat yang terpenuhi
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Bagian Umum 12.301.868.328,00

Persentase penyelesaian penyusunan LAKIP Kabupaten

Bagian Organisasi 1.164.174.400,00

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Bagian Hukum 513.999.300,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Persentase Meningkatnya Tertib administrasi Pelayanan Masyarakat

Kec. Amuntai Utara 9.400.000,00

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keamanan

Kec. Amuntai Utara 0,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum 

Kec. Amuntai Utara 36.858.800,00

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Persentase Keselarasan antara APBDES dengan RKPDES 

Kec. Amuntai Utara 120.538.800,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kec. Amuntai Utara 2.934.372.742,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Pelayanan 

Kec. Amuntai Selatan 78.000.000,00
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya Kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Kec. Amuntai Selatan 2.995.206.217,00

Pemenuhan Sumberdaya Penunjang Pelayanan Kecamatan (Kec. Amuntai Selatan)

Kec. Amuntai Selatan 164.917.040,00

Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi (Kec. Sungai Tabukan)

Kec. Sungai Tabukan 2.976.044.754,00

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK

 Persentase pendidikan politik pada kader partai politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.343.201.965,00

8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan
makmur.

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Lingkungan Hidup

534.000.000,00

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Lingkungan Hidup

1.303.644.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Persentase Ruang Terbuka Hijau

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Lingkungan Hidup

2.224.909.176,80

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-18 16:55:44 Halaman 29



No Prioritas Pembangunan Nasional Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu

1 2 3 4 5 6

Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Limbah B3)

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Lingkungan Hidup

21.526.000,00

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Persentase Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Melanggar Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PPULH yang
Diterbitkan Pemerintah Daerah

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Lingkungan Hidup

136.184.000,00

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Lingkungan Hidup

692.606.000,00

PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat yang Didapatkan

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Lingkungan Hidup

114.000.000,00

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Lingkungan Hidup

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Lingkungan Hidup

44.730.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Lingkungan Hidup

8.064.775.530,00

Persentase Sampah Yang Ditangani

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Lingkungan Hidup

8.064.775.530,00

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
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Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran

1.884.772.000,00

Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran

411.155.000,00

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Cakupan Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran

2.262.411.200,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase pelayanan kesekretariatan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran

514.154.300,00

Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran

10.415.838.596,00

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.962.248.900,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.302.585.361,00

PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

Persentase Peningkatan Koleksi Budaya Etnis Nusantara / naskah kuno yang dimiliki

Dinas  Perpustakaan 33.786.000,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
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Persentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat (Kec. Sungai Tabukan)

Kec. Sungai Tabukan 61.549.000,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Kec. Sungai Tabukan)

Kec. Sungai Tabukan 223.773.000,00

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase Tingkat Partisipasi Masyrakat Dalam Kegiatan Keamanan (Kec. Sungai Tabukan)

Kec. Sungai Tabukan 42.260.000,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum (Kec. Sungai Tabukan)

Kec. Sungai Tabukan 60.060.000,00

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Persentase   Keselarasan antara APBDES dengan RKPDES(Kec. Sungai Tabukan)

Kec. Sungai Tabukan 151.063.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi (Kec. Sungai Tabukan)

Kec. Sungai Tabukan 10.420.000,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 30.789.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Persentase konflik sosial yang diselesaikan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.010.532.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
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Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 471.802.200,00
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3.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Dengan 

Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang terintegrasi, Pemerintah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara senantiasa mengedepankan keselarasan arah 

kebijakan, prioritas pembangunan, dan pelaksanaan program dengan Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Selatan. Sinkronisasi ini menjadi bagian penting dari sistem 

perencanaan pembangunan nasional dan daerah secara holistik, yang bertujuan 

untuk menjamin keterpaduan pembangunan antarwilayah serta mendorong 

efektivitas capaian pembangunan regional. 

Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, yaitu “Percepat 

Pembangunan Berkelanjutan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat”, 

menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan 

berwawasan lingkungan. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara merespon dengan merumuskan kebijakan dan program prioritas yang 

tidak hanya mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi 

daerah, tetapi juga memperhatikan aspek pemerataan hasil pembangunan dan 

keberlanjutan lingkungan hidup. 

Sinkronisasi kebijakan ini diwujudkan melalui penyusunan program prioritas yang 

mendukung lima fokus utama pembangunan provinsi, antara lain: penguatan 

sektor-sektor unggulan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, 

pemerataan layanan dasar, penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan, serta 

pengelolaan lingkungan dan mitigasi risiko bencana. 

Dengan adanya penyelarasan ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

berharap pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya selaras dengan arah 

pembangunan provinsi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam 

upaya percepatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di 

Kalimantan Selatan. 

Rincian keterkaitan program dan kegiatan daerah dengan prioritas pembangunan 

Provinsi Kalimantan Selatan disajikan dalam tabel berikut:
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Tabel 3.3 
 

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Dengan Prioritas 
Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

No Prioritas Pembangunan Provinsi Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu

1 2 3 4 5 6

1 01. Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Prevalensi underweight (berat badan kurang dan berat badan sangat kurang) pada balita

RSUD Pembalah Batung 12.600.000.000,00

Angka Kematian Bayi

Dinas Kesehatan 276.905.000,00

Angka Kematian Neonatal

Dinas Kesehatan 276.905.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai Standar

RSUD Pembalah Batung 2.447.175.000,00

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase fasyankes dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar

RSUD Pembalah Batung 21.870.287.373,00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan

Dinas Kesehatan 539.999.800,00

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase fasyankes dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar

Dinas Kesehatan 61.833.360,00

Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan

RSUD Pembalah Batung 21.870.287.373,00

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-18 16:55:52 Halaman 1



No Prioritas Pembangunan Provinsi Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu

1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 278.622.400,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 267.420.822.243,06

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Indeks Pemerataan Guru

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 278.622.400,00

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (SR)

Dinas Kesehatan 60.000.000,00

Status Akreditasi Rumah Sakit

RSUD Pembalah Batung 21.870.287.373,00

Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (SR)

Dinas Kesehatan 0,00

Persentase Persalinan di Fasyankes

RSUD Pembalah Batung 12.600.000.000,00

Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan

Dinas Kesehatan 61.833.360,00

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Persentase Cakupan Sedian Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Dinas Kesehatan 11.700.000,00

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
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Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Dinas Kesehatan 276.905.000,00

Persentase ODHIV Baru yang Ditemukan yang Mendapatkan Pengobatan ARV

Dinas Kesehatan 128.482.000,00

Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 

Dinas Kesehatan 61.833.360,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Nilai pendapatan daerah BLUD

RSUD Pembalah Batung 52.000.000.000,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Persentase Kampanye Kesehatan (Pembudayaan Germas)

Dinas Kesehatan 133.925.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase pelayanan sekretariat yang terpenuhi

Dinas Sosial 4.733.122.488,00

Persentase pelayanan kesekretariatan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran

19.210.800,00

Persentase Pelayanan Sekretariat yang terpenuhi

Dinas Kesehatan 49.618.100,00

Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran

157.430.000,00

Persentase Pelayanan Sekretariat yang terpenuhi

Dinas Kesehatan 7.550.000,00
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Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran

9.637.801.146,00

Persentase Pelayanan Sekretariat yang terpenuhi

Dinas Kesehatan 169.938.078.153,00

Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran

1.800.000,00

Persentase Pelayanan Sekretariat yang terpenuhi

Dinas Kesehatan 21.543.200,00

Persentase pelayanan sekretariat yang terpenuhi

RSUD Pembalah Batung 52.000.000.000,00

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Cakupan Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran

9.975.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran

190.200.000,00

Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran

10.000.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase pelayanan sekretariat yang terpenuhi

RSUD Pembalah Batung 533.700.000,00

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
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Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (SR)

RSUD Pembalah Batung 12.600.000.000,00

PROGRAM PENATAAN DESA

Persentase Fasilitasi Penataan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 70.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Pekerja (TPAK) Perempuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

30.871.400,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

30.000.000,00

Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 94.079.000,00

Nilai Sakip Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

35.672.000,00

Persentase Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

3.460.298.306,00

Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 17.100.000,00

Persentase Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

20.000.000,00

Nilai Sakip Perangkat Daerah
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Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

213.208.600,00

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

15.067.100,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Nilai Sakip Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

67.000.000,00

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

15.766.800,00

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

11.927.600,00

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

24.914.800,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Nilai Sakip Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

204.238.000,00

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 
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Dinas Sosial 833.819.000,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Persentase PSKS yang ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

Dinas Sosial 236.502.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran

372.514.000,00

Persentase Pelayanan Sekretariat yang terpenuhi

Dinas Kesehatan 21.700.000,00

Nilai Sakip Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

30.000.000,00

Persentase Pelayanan Sekretariat yang terpenuhi

Dinas Kesehatan 742.070.000,00

Nilai Sakip Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

3.460.298.306,00

Persentase Pelayanan Sekretariat yang terpenuhi

Dinas Kesehatan 374.284.000,00

Persentase pelayanan kesekretariatan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran

10.360.000,00

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

348.621.300,00
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PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

57.566.600,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Pelayanan Sekretariat yang terpenuhi

Dinas Kesehatan 223.328.000,00

PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

Persentase Peningkatan Koleksi Budaya Etnis Nusantara / naskah kuno yang dimiliki

Dinas  Perpustakaan 27.636.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan

Dinas Sosial 188.899.000,00

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah
kabupaten/kota

Dinas Sosial 97.175.000,00

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 192.700.000,00

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah
kabupaten/kota

Dinas Sosial 105.685.500,00

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi 
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Dinas Sosial 833.819.000,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 678.096.050,00

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya di luar panti

Dinas Sosial 7.500.000,00

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

137.868.000,00

Persentase angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate/ mCPR)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

215.872.790,00

PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA

Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 45.671.000,00

Persentase Fasilitasi Kawasan Perdesaan 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 45.671.000,00

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

5.500.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase pelayanan kesekretariatan
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9.916.000,00

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Pesentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

137.868.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 24.716.000,00

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Pesentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

215.872.790,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase pelayanan kesekretariatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 266.184.000,00

Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 37.939.200,00

Persentase pelayanan kesekretariatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 473.739.000,00

Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10.994.950,00

Persentase pelayanan kesekretariatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 26.250.000,00

  Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.845.000,00
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PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Persentase Keluarga Yang Mengikuti Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

15.000.000,00

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

29.250.000,00

Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

11.700.000,00

PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

Persentase Peningkatan Koleksi Budaya Etnis Nusantara / naskah kuno yang dimiliki

Dinas  Perpustakaan 6.150.000,00

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)

Dinas  Perpustakaan 75.135.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Jumlah Medali Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional

Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan
Pariwisata

100.000.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Meningkatnya Kualitas Kepramukaan

Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan
Pariwisata

50.000.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan
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Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan
Pariwisata

300.000.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

68.527.300,00

Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

178.334.000,00

Persentase pelayanan sekretariat yang terpenuhi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

8.131.300,00

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Persentase pegawai dengan SKP bernilai BAIK

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

262.063.000,00

Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai formasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

114.453.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi  

Sekretariat DPRD 150.000.000,00

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

29.102.000,00

Persentase layanan kepegawaian yang terdigitalisasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

114.453.000,00
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PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

279.988.000,00

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

29.102.000,00

Persentase pengembangan Karir ASN sesuai dengan kompetensinya

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

228.180.400,00

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

1.793.736.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase pelayanan sekretariat yang terpenuhi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

60.728.000,00

Persentase Pelayanan Sekretariat yang Terpenuhi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

103.388.800,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Meningkatnya Fasilitasi pemberdayaan masyarakat

Kec. Babirik 16.900.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Persentase konflik sosial yang diselesaikan

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-18 16:55:52 Halaman 13



No Prioritas Pembangunan Provinsi Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu

1 2 3 4 5 6

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 932.073.000,00

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Persentase  kegiatan Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 415.025.000,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 30.789.000,00

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK

 Persentase pendidikan politik pada kader partai politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.250.000,00

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Persentase masyarakat yang memahami nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.620.931.500,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kec. Babirik 15.000.000,00

2 02. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

Persentase redistribusi tanah kepada masyarakat

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

19.953.800,00

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

37.417.800,00
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PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Persentase Kecamatan yang Memiliki RDTR

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

106.004.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota dan Persentase rumah layak huni bagi
masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Lingkungan Hidup

25.731.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Persentase Masyarakat yang Terlayani Pengolahan Air Limbah Domestik

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

238.274.200,00

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Persentase Masyarakat yang Terlayani Air Bersih

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

3.414.645.000,00

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Berfungsi Baik

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

417.438.000,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

2.500.000.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Nilai IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) meningkat

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

4.351.280.000,00

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-18 16:55:52 Halaman 15



No Prioritas Pembangunan Provinsi Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu

1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Persentase Kawasan Strategis yang Memiliki PSU dalam Kondisi Baik

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

13.968.998.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Persentase daerah terlindungi dari daya rusak air

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

350.455.900,00

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Persentase Sistem Drainase yang berfungsi baik di Wilayah Perkotaan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

424.970.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Persentase Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar Mutu Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

19.938.000,00

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Persentase rumah yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Lingkungan Hidup

2.188.700.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah
yang layak huni

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Lingkungan Hidup

25.731.000,00

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Lingkungan Hidup

202.600.000,00
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PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

17.429.400,00

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Persentase kawasan permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Lingkungan Hidup

10.486.552.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Persentase Dermaga/Pelabuhan dalam kondisi baik

Dinas Perhubungan 40.066.900,00

Persentase Pengguna Angkutan Sungai dan Danau Terlayani dengan Baik

Dinas Perhubungan 259.050.000,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Persentase Pengguna Jalan yang Tertib Berlalu Lintas

Dinas Perhubungan 110.000.000,00

Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik

Dinas Perhubungan 15.000.000,00

V/C Rasio

Dinas Perhubungan 567.400.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya Kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Kec. Amuntai Selatan 2.500.000,00

3 03. Peningkatan Sektor Unggulan (Industri, UMKM, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata) Didukung oleh Investasi, Tenaga Kerja Berdaya Saing, dan Energi Berkelanjutan

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
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Persentase Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Dinas Ketahanan Pangan 54.848.300,00

Skor PPH Konsumsi

Dinas Ketahanan Pangan 54.848.300,00

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan 28.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Skor PPH Ketersediaan

Dinas Ketahanan Pangan 54.848.300,00

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan 38.646.700,00

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN

Persentase Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina

Dinas Ketahanan Pangan 75.475.000,00

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura ,Perkebunan dan Peternakan

Dinas Pertanian 15.050.000,00

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan

Dinas Perikanan 164.200.000,00
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PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Jumlah produksi perikanan tangkap

Dinas Perikanan 15.250.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Jumlah produksi perikanan budidaya

Dinas Perikanan 65.450.000,00

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura ,Perkebunan dan Peternakan

Dinas Pertanian 25.895.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase pelayanan seketariat yang terpenuhi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

0,00

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Persentase Koperasi Aktif

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

25.450.000,00

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

38.160.000,00

PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Persentase Tertib  Niaga

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

14.429.000,00

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-18 16:55:52 Halaman 19
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3.4 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah 

Tema pembangunan daerah memberikan arah strategis dan fokus kebijakan yang 

menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tahunan. 

Pada RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026, tema yang diangkat adalah 

“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penguatan Ekonomi Berbasis 

Pertanian”. Tema ini merupakan tahapan awal dari pelaksanaan RPJMD Tahun 

2025–2029, yang disusun sebagai bagian dari pencapaian Tahap I RPJPD 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025–2045. 

Tema tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Daerah untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal, terutama sektor pertanian, 

sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak utama 

pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. 

Dalam pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2025–2029, 

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengusung tagline “RAWA MAKMUR” 

sebagai fondasi dari arah kebijakan pembangunan daerah. Tagline ini menjadi 

identitas dari enam prioritas pembangunan daerah yang holistik, mencakup dimensi 

ekonomi, sosial, tata kelola, infrastruktur, lingkungan, dan budaya. 

Adapun keenam prioritas pembangunan daerah dimaksud adalah: 

1. HSU Juara 

Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui diversifikasi ekonomi, 

pemberdayaan UMKM, dan pengembangan potensi pariwisata berbasis lokal. 

2. HSU Sajiwa 

Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, toleran, 

menjunjung tinggi kebersamaan, serta bebas dari narkoba. 

3. HSU Madani 

Mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab melalui penegakan hukum 

yang transparan dan partisipatif, serta penguatan kapasitas aparatur yang 

berkualitas dan berintegritas. 

4. HSU Kuat 

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, 

dan penguatan inovasi serta pemanfaatan teknologi di berbagai sektor 

pembangunan. 

5. HSU Maju 

Mendorong pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah 

guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses pelayanan publik yang 
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merata. 

6. HSU Lestari 

Melestarikan lingkungan hidup dengan mengelola sumber daya alam secara 

berkelanjutan dan memperkuat ketangguhan daerah terhadap bencana dan 

perubahan iklim. 

Keenam prioritas tersebut menjadi kerangka utama dalam penyusunan program 

dan kegiatan pembangunan tahun 2026 yang dituangkan dalam PPAS, serta 

menjadi instrumen penting dalam pencapaian target pembangunan jangka 

menengah. Dengan pendekatan ini, Pemerintah Daerah berharap seluruh 

perencanaan pembangunan dapat berorientasi pada hasil (outcome-based) dan 

memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Hulu Sungai Utara 

secara berkelanjutan. Rincian Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan 

Prioritas Daerah disajikan dalam tabel berikut :
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Tabel 3.4 
 

Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah 
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3.5 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program, Kegiatan, 
dan Sub Kegiatan 

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 

2026 dilakukan berdasarkan pendekatan money follows program, yaitu penganggaran yang 

diarahkan pada program dan kegiatan prioritas yang memberikan manfaat langsung 

kepada masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah. 

Pendekatan ini menitikberatkan pada kesesuaian antara rencana pembangunan, 

penganggaran, dan hasil yang ingin dicapai (outcome-based budgeting). 

Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan, penetapan 

prioritas dan plafon anggaran dilakukan secara selektif berdasarkan program, kegiatan, dan 

sub kegiatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema pembangunan daerah 

Tahun 2026, yaitu “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penguatan 

Ekonomi Berbasis Pertanian”. 

Dengan demikian, alokasi anggaran diarahkan untuk mendukung program-program 

strategis, baik yang bersifat lintas perangkat daerah maupun spesifik pada urusan tertentu, 

seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, penguatan ekonomi lokal, 

pembangunan infrastruktur wilayah, serta pengelolaan lingkungan hidup dan 

penanggulangan bencana. 

Rincian pagu indikatif setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dituangkan dalam 

matriks Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026, yang menjadi dasar dalam 

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten 

Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2026 disajikan dalam tabel berikut : 
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Tabel 3.5 
 

Rincian Plafon Anggaran Sementara Skpd Per Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 
Anggaran 2026 
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3.6 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Utara Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah dan 

arah kebijakan yang tertuang dalam RKPD serta pedoman penyusunan APBD tahun 

berjalan. Struktur belanja daerah dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas 

pembangunan daerah secara berimbang dan berkelanjutan, dengan memperhatikan 

kapasitas fiskal serta efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. 

Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan 

sebesar Rp.1.730.022.228.891,00, yang terdiri dari empat kelompok belanja utama, yaitu 

Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. 

1. Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp.1.175.452.635.872,00, dialokasikan untuk 

mendukung kegiatan rutin pemerintahan dan pelayanan publik, yang mencakup: 

• Belanja Pegawai sebesar Rp.681.930.047.833,31, yang merupakan porsi terbesar 

dalam belanja operasi untuk mendanai gaji, tunjangan, dan belanja pegawai lainnya. 

• Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.460.491.021.033,69, untuk menunjang 

pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat operasional. 

• Belanja Hibah sebesar Rp.18.076.467.005,00, dialokasikan untuk mendukung 

kegiatan pihak ketiga yang selaras dengan prioritas daerah. 

• Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.14.955.100.000,00, untuk membantu masyarakat 

rentan dan terdampak secara ekonomi atau sosial. 

2. Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp.292.187.062.019,00, diarahkan untuk 

peningkatan dan pembangunan infrastruktur serta pengadaan aset, meliputi: 

• Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.28.621.477.714,00. 

• Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.172.663.047.425,00. 

• Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp.90.722.536.880,00. 

• Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.180.000.000,00. 

3. Belanja Tidak Terduga disediakan sebesar Rp.10.000.000.000,00, sebagai dana 

cadangan untuk mengantisipasi keadaan darurat atau tidak terduga yang membutuhkan 

penanganan segera. 

4. Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp.252.382.531.000,00, terdiri dari: 

• Belanja Bagi Hasil sebesar Rp.5.273.000.000,00, sebagai kewajiban daerah kepada 

pemerintah desa dan/atau pihak lain atas pendapatan tertentu. 

• Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.247.109.531.000,00, untuk mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan yang dilimpahkan 
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kepada daerah lain. 

Dengan komposisi belanja tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

berupaya menjaga kesinambungan fiskal, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta 

memperkuat pelayanan publik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang Dan Jasa, Bunga, 

Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak 

Terduga Tahun Anggaran 2026 disajikan dalam tabel berikut: 

  
Tabel 3.6 

 
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang Dan Jasa, Bunga, Subsidi, 

Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun 
Anggaran 2026 

 

KODE URAIAN 
 PLAFON 

ANGGARAN 
SEMENTARA (Rp)  

5.1 BELANJA OPERASI  1.175.452.635.872,00  

5.1.01 Belanja Pegawai  681.930.047.833,31  

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa  460.491.021.033,69  

5.1.05 Belanja Hibah  18.076.467.005,00  

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial  14.955.100.000,00  

5.2 BELANJA MODAL  292.187.062.019,00  

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin  28.621.477.714,00  

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan  172.663.047.425,00  

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi  90.722.536.880,00  

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  180.000.000,00  

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya  -  

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA  10.000.000.000,00  

5.3.01 Belanja Tidak Terduga  10.000.000.000,00  

5.4 BELANJA TRANSFER  252.382.531.000,00  

5.4.01 Belanja Bagi Hasil  5.273.000.000,00  

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan  247.109.531.000,00  

  TOTAL BELANJA DAERAH  1.730.022.228.891,00  
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BAB IV 

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN 
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 

 
Plafon Anggaran Sementara merupakan program prioritas dan batas maksimal 

anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub 

kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja 

perangkat daerah. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, belanja daerah dialokasikan 

dengan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan 

urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib 

yang terkait pelayanan dasar adalah dalam rangka memenuhi Standart Pelayanan Minimal, 

sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan 

sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai 

dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. 

Pada proses penyusunan dokumen perencanaan tahun anggaran 2026, Perangkat 

Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan 

dengan tetap memperhatikan azas efektif, efisien kepatutan, kewajaran dan akuntabilitas 

serta tanggung jawab yang dituangkan dalam perubahan RKPD tahun anggaran 2026. 

Penentuan jumlah alokasi plafon anggaran setiap Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah 

dilakukan berdasarkan penentuan skala prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang 

telah disusun dalam perubahan RKPD tahun anggaran 2026, sehingga diharapkan akan 

diperoleh kegiatan tahun 2026 yang benar-benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan. 

Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi perubahan PPAS sebagaimana yang 

diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, yang berbunyi kepala daerah menyusun KUA dan PPAS 

berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. 

Selanjutnya penjelasan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 

2026 Kabupaten Hulu Sungai Utara, lebih detil dapat dilihat dalam tabel 4.1 dan tabel 4.2 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 
 

Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan 
Tahun Anggaran 2026 
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Tabel 4.2 

 
Plafon Anggaran Menurut Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, Dan Sub 

Kegiatan Tahun Anggaran 2026 
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BAB V 

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH 

 
Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam dokumen Perubahan 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ini, rencana pembiayaan daerah disusun 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pencapaian keseimbangan fiskal, 

khususnya dalam menyikapi dinamika pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan. 

Rencana pembiayaan daerah merupakan bagian dari struktur Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bertujuan untuk menutup defisit anggaran 

atau memanfaatkan surplus anggaran dalam rangka mendukung pembiayaan program 

prioritas pembangunan daerah. 

Pada PPAS Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

merencanakan pembiayaan daerah yang sepenuhnya berasal dari sisi penerimaan 

pembiayaan, tanpa alokasi untuk pengeluaran pembiayaan. 

Penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp371.569.019.465,35, 

yang seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 

Sebelumnya. SiLPA tersebut digunakan untuk menutup defisit belanja daerah, sehingga 

struktur anggaran tetap seimbang. 

Sementara itu, tidak direncanakan adanya pengeluaran pembiayaan, yang berarti 

tidak terdapat investasi daerah, pembayaran pokok utang, atau pengeluaran lain yang 

bersifat pembiayaan. 

Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 

(SiLPA Tahun 2026) diproyeksikan sebesar Rp0,00 karena seluruh penerimaan pembiayaan 

dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran. 

Kebijakan pembiayaan daerah ini menunjukkan prinsip kehati-hatian dalam 

pengelolaan keuangan daerah, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber pembiayaan 

yang tersedia tanpa menambah beban fiskal baru, serta menjaga konsistensi antara 

kemampuan keuangan dan prioritas pembangunan daerah. Rencana pembiayaan daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih detilnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan 
Tahun Anggaran 2026 

 

KODE URAIAN 
 Plafon Anggaran 

KUA PPAS TA 2026  

6 PEMBIAYAAN DAERAH   

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN  381.523.788.465,35  

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 
Sebelumnya 

 381.523.788.465,35  
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BAB VI 

PENUTUP 
 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 

Anggaran 2026 ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, antara lain: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan 

3. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2026. 

Dokumen ini merupakan tahapan strategis dalam proses penganggaran daerah yang menjadi 

dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh perangkat daerah serta sebagai landasan 

dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 

2026. Proses penyusunannya mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan 

partisipasi, dengan mempertimbangkan perkembangan indikator makro serta kondisi fiskal daerah. 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026 

secara substansi diarahkan untuk mendukung pencapaian visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu 

Sungai Utara Tahun 2025–2029, yaitu: 

"HSU BANGKIT (Hulu Sungai Utara Berkeadilan, Unggul, dan Kreatif) sebagai Pusat Agrominapolitan 

Penopang Logistik Kalimantan Selatan." Visi ini dijabarkan dalam lima misi strategis pembangunan 

daerah yang menjadi pedoman penentuan program prioritas dan alokasi anggaran: penguatan ekonomi 

daerah, peningkatan kualitas SDM, penyediaan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan pengelolaan 

lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

Struktur APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2026 dirancang secara 

berimbang dan realistis. Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.348.498.440.425,65, yang 

terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp151,85 miliar, pendapatan transfer sebesar 

Rp1,17 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp.78,7 miliar. 

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp.1.730.022.228.891,00, yang terbagi dalam 

belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Komposisi belanja ini 

disusun untuk mendukung pelaksanaan program prioritas yang strategis dan berdampak langsung 

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Adapun selisih antara pendapatan dan belanja daerah menghasilkan defisit anggaran sebesar 

Rp.381.523.788.465,35, yang sepenuhnya ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah yang 

bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya dalam jumlah 

yang sama. Tidak terdapat pengeluaran pembiayaan pada tahun 2026, sehingga Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiLPA Tahun 2026) diproyeksikan sebesar Rp0,00. 

Penyusunan dokumen ini dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif dengan melibatkan 

perangkat daerah, TAPD, DPRD, serta unsur masyarakat, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas 

dalam perencanaan keuangan daerah. PPAS ini diharapkan menjadi acuan bersama dalam 

mewujudkan arah kebijakan fiskal daerah yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat. 
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Dengan tersusunnya dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 

2026 ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas 

pengelolaan keuangan daerah serta memastikan bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki digunakan 

secara optimal untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, unggul, dan kreatif, sejalan dengan 

semangat HSU BANGKIT. 

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap ikhtiar dan langkah yang kita tempuh 

dalam membangun Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sejahtera, berkeadilan, dan 

berkelanjutan. 

Aamiin yaa Rabbal ‘aalamiin. 

  

 
Amuntai,    Agustus 2025 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
 
 
 
 

H. SAHRUJANI 
 
   
 
 
 


